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Abstrak 

 

 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil pemikiran manusia yang 

diwujudkan dalam bentuk ciptaan, karya seni, desain, maupun penemuan yang 

memiliki nilai guna dalam kehidupan. Salah satu bentuk HKI adalah merek, yaitu tanda 

yang melekat pada suatu produk sebagai pembeda, meskipun bukan bagian dari produk 

itu sendiri. Secara yuridis, ketentuan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan merek yang tidak 

sesuai dengan merek yang telah didaftarkan serta memberikan kepastian hukum terkait 

penggunaan merek kolektif berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang tersebut. Penelitian 

ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ketentuan dalam Pasal 79 mengandung norma yang tidak jelas (kabur), khususnya 

terkait dengan asas mutatis mutandis, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir 

dalam implementasinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendaftaran 

merek dapat memperkuat posisi hukum pemilik merek dalam mengajukan gugatan atau 

menyelesaikan sengketa merek di pengadilan. Dalam praktik bisnis, kepastian hukum 

atas pendaftaran merek juga menjadi faktor penting dalam menarik kepercayaan dan 

kepastian bagi para investor. 

 

Kata Kunci: Hak kekayaan intelektual; Merek; Perlindungan hukum 

 

Abstract 

 

Intellectual Property Rights (IPR) are the result of human intellectual activity 

expressed in the form of creations, works of art, designs, or inventions that are 

beneficial to human life. One form of IPR is a trademark, which functions as a sign 

affixed to a product to distinguish it from others, although it is not part of the product 

itself. Juridically, the requirements for trademark registration are governed by Article 
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4 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. 

This study aims to examine the legal regulation of the use of trademarks that are 

inconsistent with those registered, and to provide legal certainty regarding the use of 

registered collective marks pursuant to Article 79 of the aforementioned Law. The 

research employs a normative legal method. The results of the study indicate that 

Article 79 contains vague legal norms, particularly in its reference to the principle of 

mutatis mutandis, which is not clearly or explicitly defined, thereby creating potential 

for multiple interpretations. The conclusion of this study is that trademark registration 

strengthens the legal position of trademark holders in filing lawsuits and resolving 

trademark disputes before the court. In the business context, legal certainty in 

trademark registration also enhances investor confidence and provides assurance in 

conducting investment activities. 

 

Keywords: Intellectual property rights; Trademarks; Legal protection 

 

PENDAHULUAN  

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas 

kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku 

(Nugroho, 2015). Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang 

diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan 

yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian 

dirumuskan sebagai intelektualitas. Hak kekayaan intelektual adalah hukum yang 

bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktifitas 

intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru (Hariyani, 2010). Pengertian 

merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 

Geografis mendefinisikan merek secara jelas dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: 

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, 

nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 

3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2 (dua) atau lebih unsur 

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang 

atau badan hukum dalam kegiataan perdagangan barang dan/atau jasa”. 

Pendaftaran terhadap merek memiliki beberapa syarat-syarat dalam pengajuan 

merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (DJKI). Menurut pasal 4 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan syarat-syarat dalam mendaftarkan 

merek, yaitu: 

(1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya 

kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa 

lndonesia.  
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(2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mencantumkan: 

a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan; 

b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; 

c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diwakilkan melalui 

Kuasa; 

d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur 

warna; 

e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal 

Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan 

f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis 

jasa. 

(3)  Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya. 

(4)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label 

Merek dan bukti pembayaran biaya. 

(5)  Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau 

jasa. 

(6)  Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 

(tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari 

Merek tersebut. 

(7)  Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label 

Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.  

(8)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan 

surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya. 

(9)  Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon tidak semuanya dapat diterima 

untuk didaftarkan. Menurut pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa permohonan ditolak jika 

diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik dan juga persamaan pada pokoknya 

dan keseluruhannya. Perlindungan hukum terhadap merek ditunjukan untuk 

melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pembuat mereknya tersebut, dari berbagai 

bentuk pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.  

Pelanggaran tidak hanya terjadi karena persaingan usaha saja, tetapi pelanggaran 

merek juga bisa terjadi karena kesalahan pemilik mereknya tersebut. Namun dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada 

Pasal 79 menjelaskan “Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif 

terdaftar”.  
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Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi 

Geografis terdapat kata mutatis mutandis yang menyebabkan adanya kekaburan norma. 

Pasal ini dalam bagian penjelasanya tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci 

mengenai asas mutatis mutandis yang mengakibatkan multitafsir, sementara tidak 

semua orang memahami makna sebenarnya dari kata mutatis mutandis tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah antara lain: bagaimana pengaturan hukum penggunaan 

merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan? pada permasalahan satu, inti 

dari pembahasan ialah membahas penerapan hukum terhadap para pengusaha yang 

menggunakan merek tidak sesuai yang didaftarkan dan bagaimana kepastian hukum 

penggunaan merek kolektif terdaftar berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis? dan pada permasalahan kedua, inti 

dari pembahasan ialah membahas tentang makna arti dan/atau penjelasan secara 

terperinci mengenai asas mutatis mutandis di dalam pendaftaran, penghapusan, dan 

pembatalan merek. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law 

research). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Pendekatan-pendekatan yang 

di gunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pada penelitian hukum 

normatif ini, menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pendaftaran merek, disamping bahan hukum 

sekunder yang berupa buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan merek dan 

bahan hukum tersier sebagai pendukung seperti kamus dan ensiklopedia. Metode 

pengolahan bahan hukum yang terkumpul tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi 

dengan menyesuaikan terhadap masalah yang dibahas. Berdasarkan bahan hukum yang 

diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, di lakukan analisis secara kualitatif 

yaitu menginterpretasikan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Penggunaan Merek Yang Tidak Sesuai Dengan Merek Yang Di 

Daftarkan 

Undang-undang yang mengatur tentang merek adalah Undang-Undang No. 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencabut Undang-Undang No. 15 

Tahun 2001 tentang Merek. Menurut Undang-Undang ini “Hak atas merek adalah hak 

eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam 
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Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek 

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 

”Perlindungan merek dapat dilaksanakan dengan sistem perlindungan konstitutif yaitu 

perlu dilakukannya pendaftaran dulu agar mendapatkan hak atas sebuah merek. 

Perlindungan merek di Indonesia yang terbaru diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sampai saat ini tercatat 

Pemerintah telah beberapa kali mengganti Undang-Undang Merek, diantaranya adalah 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek 

Perniagaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 

tentang Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek.  

Pelanggaran terhadap hak atas merek biasanya dilakukan oleh pelaku usaha 

pesaing untuk mendapatkan keuntungan secara mudah. Bentuk pelanggaran tersebut 

biasanya berupa memakai tanpa izin, meniru, atau memalsukan merek-merek yang 

sudah terkenal. Tindakan tersebut jelas dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak 

produsen maupun pihak konsumennya, termasuk negara. Dasar dari tindakan 

pelanggaran terhadap hak atas merek, salah satunya berawal dari upaya persaingan 

tidak jujur (unfair competition). Pasal 10 bis Ayat (2) Konvensi Paris ditentukan bahwa 

tiap perbuatan yang bertentangan dengan honest practise industrial and commercial 

matters dianggap perbuatan persaingan tidak jujur (Djumhana, 2003). 

Persaingan tidak jujur juga bersifat melawan hukum. Sebab undang-undang dan 

hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. 

Selain itu, persidangan tidak jujur ini pun dapat digolongkan sebagai suatu tindak 

pidana. Misalnya pada saat pelaku usaha melakukan pengelabuan untuk memelihara 

atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya. Seperti yang diatur dalam 

Pasal 382 bis KUHP bahwa perbuatan materiil yang diancam dengan hukuman penjara 

setinggi-tingginya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 

900,00 (sembilan ratus) ialah perbuatan yang bersifat tipu-muslihat untuk mengelabui 

masyarakat atau orang tertentu (Djumhana, 2003). 

Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

(DJKI). Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya 

dapat didaftarkan adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang 

cukup. Berlakunya Undang-Undang merek yang terbaru, yaitu Undang-Undang 

tentang Merek Tahun 2016, prosedur pendaftaran merek yang sebelumnya didasarkan 

pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengalami perubahan. Setelah mengalami 

perubahan, tahap pengumuman dilaksanakan sebelum pemeriksaan substantis. Adapun 

tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Merek terbaru 

adalah: 
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a) Pemeriksaan Formalitas 

Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa permohonan pendaftaran 

merek telah memenuhi syarat-syarat administratif yang meliputi formulir 

permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat 

pernyataan kepemilikan merek, dan bukti prioritas. Permohonan tersebut harus 

mencantumkan beberapa hal yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang No. 20 Tahun 2016. 

Apabila dalam persyaratan tersebut ditemukan kekurang-lengkapan 

berupa surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, pemohon dapat 

memenuhi kelengkapan tersebut dan diberi jangka waktu paling lama 2 (dua) 

bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi 

kelengkapan persyaratan. 

b) Pengumuman 

Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 

penerimaan, permohonan merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek 

selama 2 (dua) bulan. Pihak ketiga yang memiliki keberatan yang dilandasi 

ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 undang-undang merek dapat mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

(DJKI). Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima 

keberatan tersebut berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan. 

Sanggahan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 

(dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang 

disampaikan oleh DJKI. Apabila tidak terdapat keberatan saat jangka waktu 

tahap ini berakhir, maka permohonan pendaftaran merek lanjut ke tahap 

pemeriksaan substantif. 

c) Pemeriksaan Substantif 

Pengaturan serta ketentuan mengenai pemeriksaan substantif diatur dalam 

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang No. 20 Tahun 2016. Tahap pemeriksaan 

substantif diselesaikan dalam jangka waktu selama 150 (seratus lima puluh) 

hari. Hasil dari pemeriksaan ini akan diinformasikan kepada pemohon merek 

dan hasil pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pihak yang 

mengajukan keberatan, apabila terdapat keberatan sebelumnya. Jika dalam 

tahap ini produk dianggap dapat diberikan hak atas merek, maka akan berlanjut 

ke tahap sertifikasi. 

d) Sertifikat 

Sertifikat merek adalah bukti hak atas merek yang merupakan hak 

ekslusif dari negara yang diterbitkan oleh DJKI dan diberikan kepada pemilik 

hak atas merek selama jangka waktu tertentu untuk digunakan sendiri atau 

untuk digunakan pihak lain atas seizin pemilik merek. Dengan terdaftarnya 

merek tersebut, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek yang 
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bersangkutan. Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil 

oleh pemilik merek dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan 

terhitung sejak tanggal penerbitkan sertifikat, maka merek yang telah terdaftar 

dianggap ditarik kembali dan dihapuskan. 

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. 

Dalam hal ini pemilik merek akan mendapatkan hak atas merek setelah 

melakukan pendaftaran kepada DJKI, sistem ini dengan tegas mengatur bahwa 

pihak pertama yang mendaftarkan suatu merek maka ialah yang berhak atas 

merek tersebut (Santoso,2016). 

Pihak yang menggunakan dan meniru merek yang telah didaftarkan 

sebelumnya oleh pihak pemilik hak atas merek dapat menimbulkan akibat hukum 

berupa sanksi pidana sebagaimana pengaturan dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-

Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa setiap orang yang tidak 

memiliki hak dalam penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya 

dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi 

maupun diperdagangkan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain 

itu, bagi pihak yang menimbulkan kerugian kepada pemilik asli dari merek yang 

bersangkutan dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui jalur litigasi. 

Pengaturan pada Pasal 1365 KUHPerdata, mengatur bahwa pemilik asli merek dapat 

mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan 

niaga, serta melalui jalur non litigasi. 

 

Kepastian Hukum Penggunaan Merek Kolektif Terdaftar Yang Tidak Sesuai 

Dengan Merek Yang Didaftarkan Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis 

Perlindungan hukum terhadap hak cipta berlangsung selama jangka waktu yang 

ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya. Apabila orang ingin menikmati manfaat 

ekonomi dari hak kekayaan intelektual orang lain, dia wajib memperoleh izin dari 

orang yang berhak. Penggunaan hak kekayaan intelektual orang lain tanpa izin tertulis 

dari pemiliknya, atau pemalsuan/ menyerupai hak kekayaan intelektual orang lain, hal 

itu merupakan suatu pelanggaran hukum.  

Manusia pada fitrahnya memiliki kemampuan untuk mencipta, berkreasi dan 

menghasilkan sesuatu dari hasil daya pikir dan kemampuannya. Setiap orang dapat 

menghasilkan karya yang berbeda, karya-karya tersebut bernilai artistik, dan 

bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena karya hasil daya pikir dan kemampuan 

ini kerap digunakan dan dimanfaatkan secara bersama sama dalam masyarakat, maka 

pengaturannya secara hukum, agar terciptanya kehidupan yang harmoni antar sesama 

manusia. Hal ini disebut Kekayaan Intelektual, dan terdapat Hukum Kekayaan 

Intelektual sebagai norma pengaturannya. 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

mengatur tentang pendaftaran merek kolektif terdaftar. Dalam hal ini, prinsip "mutatis 

mutandis" dapat diterapkan untuk memastikan bahwa persyaratan dan ketentuan 

pendaftaran merek kolektif terdaftar dapat diterapkan dengan benar dan tepat pada 

setiap merek yang diajukan pada pendaftaran merek kolektif terdaftar, "mutatis 

mutandis" dapat diterapkan pada persyaratan dan ketentuan berikut: 

1. Kepemilikan merek kolektif harus dimiliki oleh badan hukum yang terdaftar di 

Indonesia. Persyaratan ini dapat diubah "mutatis mutandis" dengan 

memperhatikan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

negara asal pemohon merek kolektif yang terdaftar. 

2. Pendaftaran merek kolektif harus diajukan oleh badan hukum yang memenuhi 

persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Persyaratan 

ini juga dapat diubah "mutatis mutandis" untuk mempertimbangkan keadaan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal pemohon merek 

kolektif yang terdaftar. 

3. Penggunaan merek kolektif harus dilakukan secara konsisten oleh anggota 

kelompok yang terdaftar. Persyaratan ini dapat diubah "mutatis mutandis" dengan 

mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan kelompok yang berbeda-beda. 

4. Merek kolektif harus memenuhi persyaratan dasar merek, seperti bersifat unik 

dan tidak menyerupai merek-merek lain yang sudah terdaftar. Persyaratan ini 

juga dapat diubah "mutatis mutandis" untuk mempertimbangkan karakteristik 

merek kolektif yang berbeda-beda. 

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

adalah ketentuan yang mengatur tentang merek kolektif terdaftar. Berikut adalah 

analisis Pasal 79 tersebut: 

(1) merek kolektif dapat didaftarkan oleh satu atau lebih badan hukum atau 

perkumpulan yang mewakili suatu golongan atau kelas tertentu. Hal ini 

menunjukkan bahwa merek kolektif terdaftar merupakan merek yang didaftarkan 

oleh suatu badan hukum atau perkumpulan yang mewakili suatu golongan atau 

kelas tertentu, bukan oleh individu. 

(2) merek kolektif terdaftar menjadi milik bersama pemilik merek, yang terdiri atas 

badan hukum atau perkumpulan yang mewakili suatu golongan atau kelas 

tertentu. Artinya, hak atas merek kolektif terdaftar dimiliki secara bersama-sama 

oleh badan hukum atau perkumpulan yang mewakili suatu golongan atau kelas 

tertentu, bukan oleh individu. 

(3) pengajuan permohonan merek kolektif terdaftar harus dilakukan oleh badan 

hukum atau perkumpulan yang mewakili suatu golongan atau kelas tertentu. Hal 

ini menunjukkan bahwa individu tidak dapat mengajukan permohonan merek 

kolektif terdaftar, melainkan hanya badan hukum atau perkumpulan yang 

mewakili suatu golongan atau kelas tertentu. 
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(4) pendaftaran merek kolektif dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang 

berlaku untuk merek pada umumnya, dengan memperhatikan perbedaan-

perbedaan yang relevan dalam konteks merek kolektif. Prinsip "mutatis 

mutandis" ini menunjukkan bahwa persyaratan dan ketentuan pendaftaran merek 

kolektif dapat diterapkan dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang 

relevan dalam konteks merek kolektif, seperti kepemilikan, penggunaan, dan 

karakteristik merek tersebut. 

Prinsip "mutatis mutandis" dapat diterapkan pada persyaratan dan ketentuan 

pendaftaran merek kolektif terdaftar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini penting dilakukan untuk 

memastikan bahwa persyaratan dan ketentuan yang sama diterapkan secara konsisten 

dan adil pada semua merek kolektif yang terdaftar. Mutatis mutandis adalah frasa 

bahasa Latin yang secara harfiah berarti "dengan mengubah yang harus diubah". Dalam 

konteks hukum, frasa ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah 

ketentuan atau peraturan dapat diterapkan pada kasus yang berbeda, dengan 

memperhatikan perbedaan-perbedaan yang relevan dalam konteks kasus tersebut. 

Pengaturan hukum ini bertujuan untuk melindungi pemilik merek terdaftar atau 

diakui sebagai merek terkenal dari penggunaan merek yang mirip atau identik dengan 

merek tersebut oleh pihak lain yang dapat menimbulkan kebingungan pada publik. 

Dalam hal ini, penggunaan merek yang tidak sesuai dengan merek yang telah terdaftar 

atau diakui sebagai merek terkenal dapat dikenakan sanksi oleh pihak berwenang, 

seperti denda atau penjara. 

Pengaturan hukum ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen atau 

publik secara mudah dapat mengidentifikasi sumber atau asal-usul barang atau jasa 

yang mereka beli atau gunakan, serta untuk mendorong persaingan yang sehat dan fair 

di pasar. Dengan adanya pengaturan hukum ini, para pelaku usaha diharapkan dapat 

menjaga integritas merek dan menghargai hak-hak pemilik merek terdaftar atau diakui 

sebagai merek terkenal. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk 

memahami dan mematuhi ketentuan ini agar tidak melanggar hak pemilik merek 

terdaftar atau diakui sebagai merek terkenal dan menghindari sanksi yang dapat 

dikenakan oleh pihak berwenang. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disampaikan simpulannya 

yaitu pengaturan hukum penggunaan merek yang tidak sesuai dengan merek yang 

didaftarkan terdapat norma kabur dimana jika dilihat dalam Pasal 79 Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak dijelaskan secara jelas 

dan terperinci mengenai asas mutatis mutandis dimana hal tersebut menyebabkan 

multitafsir dan membuat pasal tersebut menjadi kurang jelas normanya atau adanya 

kekaburan norma. Terkait dengan hal tersebut, mka kepastian hukum dalam 
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pendaftaran merek sangat penting bagi pemilik merek karena dapat memberikan 

perlindungan hukum yang memadai terhadap penggunaan merek oleh pihak lain yang 

tidak sah atau tidak diizinkan. Selain itu, pendaftaran merek juga dapat memperkuat 

hak-hak pemilik merek dalam mengajukan gugatan dan menyelesaikan sengketa merek 

di pengadilan. Dalam konteks bisnis, kepastian hukum dalam pendaftaran merek juga 

dapat memberikan kepercayaan dan kepastian bagi investor untuk melakukan investasi 

di Indonesia. Hal ini karena merek yang telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan 

hukum dapat meningkatkan nilai merek dan nilai bisnis perusahaan. Pendaftaran merek 

memerlukan kepastian hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan dan 

meningkatkan nilai merek dan bisnis perusahaan. 
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